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PUTUSAN 

Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Utj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Asahan 21 September 1970,  

Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten 

Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Hesa Sidokmukti 01 Juli 1964, 

Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan 

Petani, Alamat Kabupaten Rokan 

Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 

06 November 2024 Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung 

Balai, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta 

Nikah Nomor : xx tertanggal  2 Februari 1994  yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai, 

Provinsi Sumatra Utara; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan 

Tergugat berstatus Jejaka; 
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3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai 

suami istri dirumah kediaman bersama yang beralamat  di Tanjung Balai, 

Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatra Utara, 

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jl. Sidomulyo No. 

40, RT.025, RW.010, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah 

Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi 

meninggalkan dan sekarang berada di Jl. Inpres, RT 025, RW.002  

Kelurahan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan 

Hilir, Provinsi Riau,, sedangkan Penggugat masih tinggal di  Jl. Sidomulyo 

No. 40, RT.025, RW.010, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah 

Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama; 

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul); 

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 6 

orang anak yang bernama ; 

5.1. ANAK-ANAK 

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

dengan baik namun pada awal tahun 2012 antara Penggugat dengan 

Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan 

hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak 

harmonis lagi; 

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dengan Tergugat antara lain adalah : 

7.1. Tergugat Memiliki wanita idaman yang di ketahui oleh Penggugat dari 

anak mereka; 

7.2. Tergugat jarang memberi nafkah;  

7.3. Tergugat kurang perhatian dan tidak memperdulikan Penggugat;  

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 

bulan Juli  2012, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, 

setelah kejadian tersebut, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan 

kediaman bersama dan sekarang berada di Jl. Inpres, RT 025, RW.002  

Kelurahan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan 

Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di  Jl. Sidomulyo 
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No. 40, RT.025, RW.010, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah 

Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,dan antara Penggugat dan 

Tergugat  sudah tidak tinggal Bersama lagi kurang  12 (dua) Tahun 5 (lima) 

bulan; 

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh 

keluarga, namun tidak berhasil; 

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat 

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan 

datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil 

Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider :  

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa:  

A.   Surat: 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Nibung Kota Tanjung Balai 

Provinsi Sumatera Utara, Nomor xx Tanggal 02 Februari 1994. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;  

B.  Saksi: 

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga 

Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah bersuami;  

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Ujung Tanjung; 

- Bahwa Penggugat datang ke Rokan Hilir bersama dengan 6 anaknya 

pada tahun 2012;  

- Bahwa Penggugat berasal dari Sosa Sumatera Utara; 

- Bahwa selama tahun 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah 

datang ke rumah Penggugat yang ada di Ujung Tanjung;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah 

lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak 

memperdulikan Penggugat lagi;  

- Bahwa Penggugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga 

Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun 

lagi; 
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2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat 

tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah bersama;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 6 orang anak;  

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dari rumah 

meninggalkan Penggugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 

2012;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah 

lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak 

memperdulikan Penggugat lagi;  

- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak 

berhasil; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan  

ketentuan  Pasal 49  huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006  dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009  perubahan kedua 

atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal 

ini adalah menjadi kewenangan  mutlak  (kompetensi absolut) Pengadilan  

Agama; 

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan 

adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka 

patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas 

sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut 

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; 

Upaya Damai 

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat 

dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil, maka maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 telah terpenuhi; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat 

ini sudah tidak rukun lagi, yang disebabkan oleh hal-hal yang telah 

dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas; 

Analisis Pembuktian  

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan 

mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena 
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terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan 

Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 283 

R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk 

membuktikan hal tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah 

bukti  tertulis P.1 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, 

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 

285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea 

Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil 

telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;  

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi 

syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut 

dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna 

mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 

bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan 

Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah 

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 

RBg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 

308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. oleh karena itu keterangan saksi-

saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa 

keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya 

menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum 

sebagai dalil pembuktian; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang 

dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat 

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak 

harmonis, karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah 

tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak berkomunikasi lagi antara 

Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada 

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat 

dengan menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka 

Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu 

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil 

merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) 

Kompilasi Hukum lslam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya 

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun maka Majelis Hakim 

menilai bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) 

Kompilasi Hukum lslam; 

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa 

akibat Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Penggugat maupun 

Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, maka dengan adanya fakta-fakta 

tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana pada 
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ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sehingga rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga 

yang pecah (broken marriage); 

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah 

tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah 

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam 

Alqur’an surat Ar-Rum ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh 

karenanya perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan 

yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah 

tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, akan lebih banyak 

menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, sehingga dalam 

hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh  

Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi : 

  ر ا لا ضر ضرر و لا  

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh 

pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” . 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum 

pernah bercerai dan dalam keadaan ba’da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan 

talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir.  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT).  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).  

Penutup 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 

03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim 

Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya 

Tergugat; 

Hakim Anggota,  

 

Ttd 

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. 

Hakim Anggota, 

 

Ttd 

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. 

Hakim Ketua, 

 

Ttd 

H. Sanuwar, S.H.I., M.H. 
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 Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

Syara Nurhayati, S.H. 

Perincian biaya : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00  

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00  

3. Biaya Panggilan : Rp. 56.000,00  

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00  

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00  

6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00  

 Jumlah : Rp. 201.000,00  

                         (dua ratus satu ribu rupiah)  
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